N SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS ;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 01/P.KWK-MR/XII/2009
TENTANG

TAHAPAN, PRCGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMIILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

Menimbang $ o3y

b.

Mengingat s 1

TS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 fentang Pemerintahan Dzerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66,
dan* ketentuar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentany Penyelenggara
Pernilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerirtah
Nomor 6 Tahur 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,  dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka periu ditelzpkan
Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil’Kepala Daerah Maros Tahun 2010. b

hahwa-untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kemisi' Pemilihan Umum Kabupaten Maros. ’

Undang-Undang Dasar Negara Kesatyian Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal «18
ayat (3) dan (4), sertz Pasal 22E. 5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan'! ng-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratufan- P'emﬂit}%a Penggapti
Undang-Yndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah’.Menjadi Undang-Undang
(Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Undang-lndang
Nofnor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang
Momor 32.Tahun 2084 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

b

Indonesia Tahun 2008 Nomox. 59, Tambahan Lembazan Megara Republik Indonesia

- Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang, Pe;iyelenggara Pemilihan - Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negare Renublik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Folitik (Lembaran Negara
Repyblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembarah Negara Republik
Indonesia Nomor 4801 ).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Déwan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dazrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4836). -

Undanc-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Femilihan Umum Presicen dan Wakil
Presiden (lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2008 Nomor 176) °

S
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19.

F

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentlan Kepala Deerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negarz Republiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentzng Pemilu,
Pemgesahan Pengangkatan, dan Pemberhentizn Kepala Deerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilthan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, ‘l'ambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4719).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor' 54 Tahun 2003 wnlang Pola Organisasl
dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahufi 2005 tentang Dukungan Pemerintah Untnk
Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerafi Dan Wakil
Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 03 Tahun 2007 bentang Perubahan
atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemillhan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisl Pemlllhan Umum
Kabupaten/Kota. -

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Umugpi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemiliran Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pextyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi: Pemilinan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara: dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
fata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemllihan Umum Kepala
Daeral: Dan Waki Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilikan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. |,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedornan Teknis
Kampanye Pemillban Umum Kepaia Daerah dan Wakli Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedomian Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Deerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. *

. Peraturan Komisi Pemilfhan Umum Nomor 73 Tahun 2009 laenlmg Pedornan Tata Cara

Pelaksanaan Rekapitulasl Hasil Penghitungan Perolehan Suara*BaIam Pemillhan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan ‘Kecamatan, Komisi
Pemillhan Umum Xabupaten/Kota, dan Komisi Pemillhan :Umtim Provinsi serta
Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. .

A
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Memperhatikan :xKeputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tanggal 22 Desember
2009 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Wakiu Penyelenggaraan -Pemilu
Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;

L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan %

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2010.

KEDUA : Téhapan, Program, dan Jadwai Waktu Penyslenggavaan Pemiflhan Umum
Kepala Daerah dan Wakdl Kepgia Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran
Pertama :

A. Tahapan, program penyelenggaraan sebagaimana dlrnaltsud dalam Diktum KEDUA
adaiah sebagai berikut :
1. Persianan;
I1. Tahap pelaksaraan; dan

111, Tahap penyelesaian.

B. Pers:apan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berfkut :
Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan
Wakli Kepala Tahun 2010;

2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten :
a. Non tahapan :
1) Tahapan, program dan jadwal waktu Pemi'u Kepata Daerah dan Wakil
Kepaia Daerah;
e 2) Tata kerja KPU Kabupaten, serlafataherjadanlatacarapengangmn
anggota Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemunguan Suara
(PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); R
3) Kode Etik penyelenggara;
4) Tata cara pendaftaran dan verifikasl Pemantauy;
5) Tata cara audit dana kampanye, ¢
b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :
1). Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemllh
2) Tata cara pencalonan;
3) Tata cara kampanye;
4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungulan
suara (TPS);
5) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU
Kabupaten; dan
6) Tata cara penetupan Pasangan Calon terpilih.
¢. Formmat-format tahapan pelaksanaan keputusan .
1) Jumiah Petugas PPDP, TPS, PPS dan PRK; '
2) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pernutakhiran data dan daftar
pemilih;
3) Relkapituiasi jumiah dan daftar pemilik: sementara di TPS, PPS dan PPI;
4) Berkas Pdsangan Calon;
“ 5) Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
6) Kantor Akuntan Publik untuk audit dana kampanye;
7) Penetapan Pasangan Calon;
8) g;etapan nomor urut Pasangan Calon dan pengumuman Pasangan
n;
9) Bahan, bentuk, format dan ukuran surdt suara serta kelengkapan
administrast pemungutan dan penghitungan suara;
10) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
]
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11) Rekapitulasi hasil Benghlhmgan suara di KPU Kabupaten; dan
12} Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih.

Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknfs Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kefompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemillh (PPDP) :
a. Pembentukan/pengangkatan dan himbingan teknis PPK; .
b. Pembentukan/pengangkatan dan bhimbingan teknis PPS;

€. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPDP; dan
b. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis KPPS.

Pembentukan, pengangkatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) :
a. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kabupaten; dan
b. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kecamatan.

Sosialisasi informasi/pendidikan pemilin dan pelatihan kepada masyarakat;
Pemberitahuan dan pendaftarar, Pemantau; . )

Pemberitahuan DPRD kepada Bupati Maros mengenai berakhimya masa jabatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah;

Pemberitzhuan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mengenai
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai Berikut :

1.

Pemutakhiran data pemiiih : ’ . .
Validasi dan penyerahan Daftar Penduduk Potensial: pemith Pemilu (DP4);
Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemifih Sementara;

Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;

Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;

Penyerahan Daftar Pemilln Tetap kepada Pasangan Calon;

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap; .

Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk:PPK dan-PPS; -

Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untiik:KPPS dan penyampaian karty

Pemilih, serta surat pemberitahuan Pemilih kepada KPPS.

Pencalonan :

a. Pengumuman tentang penyampaian daftar dukungan untuk bakal Pasangan

Calon Perseorangan pada media cetak;

Penyerahan hard copy dan soft copy dukungan ke KPU Kabupaten; .

Penyampaian KTP dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan

kepada PPK dan PPS; .

Verifikasi administrasi dan faktual dukungan untuk bakal Pasangan Calon

Perseorangan di PPS;Perbaikan kelengkapan berkas pencalonan;

e. Verifikasi administrasl dan- rekapitulasl jumilah dukungan untuk bakal
Pasangan Calon Perseorangan di PP : -

f. Pengesahan bakal Pasangan Calon yahg memenuhl syarat dukungan, serta
Penyampaian kepada bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi
syarat dukungan; - ’

g. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon olehrParpoi/Gabungan Parpol
dan pasangan calon Perseorangan pada media cetak, serta pengambilan
formulir pendaftaran pasangan calon;

h. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol atau Gabungan, Parpol dan
pasangan calon Perseorangan; .

i. Pemerisaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan

bakal pasangan calon; )

Penelitian adminsitratif syarat pengajuan bakalspasanwcabn,

Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian képadatbakal: pasangan calon;

Perbatkan kelengkapan/syarat bakal pasangan calon;
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Peneiitian ulang kelengkapan t-.rhadap hasll perbafkan persyaratan bakal
pasangan calon;

Pengurmuman bakal pasangan calon yang memenuhi pe:syaraian

Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;

Pengumuman pasangan calon;

Pengajuan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang tidak memenuhi symat
kesehatan,

Pemeriksaan kesehatan dan penyampaiar hasil perneriksaan kesshatan bagi
bakal caien penggant; ?
Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan;

Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;

Pengumuman pasangan calon.

3. Pengadaan dan pendistribusian logistik :

a. Proses adminsitrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan
adminsitrasi pemungutan dan penghitungan suara dl PPK, PPS dan TPS,
berupa formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta alat
dar kelengkapan kebutuhan admin'strasi pemungutan dar penghitungan
suarz;

b. Pengadaan alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di kKPU, PPK dan TPS; *

c. Fencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih;

d. Pencetakan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara;

e. Sortir dan pengepakan formulir/borfta acara, daftar pasangan calon dan

~ Ssurat suare, serta alat dan kelengkapan administrasi pernungutan dan
penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;

f. Penerimaan formulir/berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara,
serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghltungan suara
untuk PPK dan KPPS kepada PPK;

9. Penerimaan formulir/berite acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara,
serta al>t dan kelengkapan admmstrasu pemungutan dan penghitungan suara
kepada KPPS melalui PPS.

~ 4, Kampeanye ° 1

a. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan
kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye;

b. Pemberitahuan Kepada Tim Kampanye tentang Jadwal Pelak:anaan

. Kampanye; |

c. Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon pada Sidang Parlpuma DPRD
Kabupaten;

d. Kampanye; .

e. Debat publik pasangan calon. .

5. Masa Tenang.
6. Pemungutan dan penghitungan suara.

a. Persiapan: _

1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan wakiu pemungutan
. suara di TPS; -~
2) Penyampaian Surat Mandat Saksi;
3) Penyiapan TPS; -
4) Pengecekan persiapan pemungutan sudra dan penghitungan suara;
5) Penyampalan Ketua KPU Kabupaten menjelang hari pemungutan suara.
b. Pelaksanaan: ‘

-

1) Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berim Acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara :
a} Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara
dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyarrgalan
Kotak Suara yang berisi Berita Acare dan Sertifikat hasil penghitungan
suare oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;

S
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¢) Penyusunan dan penyampalan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungaly Suara di Tingkat Keramatan oleh PPK kepada KPU
Kabupaten;

d)} Penyusunan berita acara dan rekapltulasi hasil penghitungan suara di
tingkat KPU Kabupahen dan penetapan hasll Perolehan suara Pasangan
calon.

2) Penetapan pasangan calon terpiiih; .
3) Pengunmw.man pasangan calon terpilih;
4} Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih kepada DPRD

Kabupaten Maros;

5} Proses pengusulan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri
melaii Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;
6) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpllih.

D. Tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut:

Uji publik den Penyampalan gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepale Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada: Mahikamah Konstitusi.

2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pergilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.

3. Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporafi dana kampanye dan
pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.

5. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK.

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksaman Pemilu
Kepala Daerah dan Wakh Kepala Daerah.

7. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

: Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Puwdmggamn Pemillhan Umum
Kepala Daerah dan Wakll Képala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran
Kedua :

A,

G

Tahapan, program penyelergderaan sebagaimana dimaksud dalam. Dll:tum KEDUA
adalah sebagai berikit :

I. Tahap persiapan;

II. Tahap pelaksanaan; dan

II1. Tahap penyelesaian.

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud daam Huruf A adaiah sebagai berikut :

Pengumuman pasargan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagal berikut :
1. Pengadaan dan pendistribusian logistik : -

a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan
adminsitrasi pemungutan dan penghitungan suara dr PPK, PPS dan TPS,
berupa formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta
alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan penghltunqan
Suara;

b. Pengadaan alat dan keiengkapan kebutuhan admipistrasi pemungutan dan

penghitungan suara di KPU, PPK dan TPS;

Pencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilin;

Pencetakan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon: dan surat Suara;

€. Sortir dan pengepakan formnulir/berita acara, dafiar pasingan calon dan
surat suara, serta alat dan kelengkapan adnhls&asl pémungutan dan
penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;

f. Penerimaan formulir/berita acara, daftar pasanmn calqu dan, surat suara,
serta alat dan kelengkapan admlnistrasi pemunigutah -dan:penghitungan suara
untuk PPK dan KPPS kepada PPK

an
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9. Penermaan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon’dan surat suara,
serta alat dan kelengkapan adminstrasi pemungutan dan penghitungan suara

kepada KPPS melalui PPS,
2. Kampanye :

Ls
-

a. Rapat Kordinas! dengar Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan
kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemberitahuan
jadwal pelaksanaan kampanye putaran kedus; et

b. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi, misi dan
program. .o

3. Masa tenang, .
4. Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat

hasi! :

a. Persiapan : ,
_ 1) Pengumuman gan pemberitahvan tempat, hari dan waktu pemungutan

suara di TPS;

a) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita
Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;

b} Pengumuman hasll penghitungan suara di TPS dan penyampalan
Kotak Suara yang berisi Barita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan
svara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS; . _

¢) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU
Kabupaten; ’

d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di
tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan suara Pasangan
caion. -

b. Pelaksanaan :

1)

2)
3
4
5)

6)

Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara :

a) Pemungutan dan penghltungan suara serta penyusunan Berita Acara
dan sertifikat  hasil benghltungan suara di TPS;

b) Pengumuman hasil penghitungan suara: di TPS dan penyampaian
Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sestifikat hasil penghitungan
suaraolehKPPShepadaPPKmeialulPPs;_ 2

C) Penyusunan dan penyampaian Berita Jcara dan RelGapituiasi Hasil
Penghltungan Suara di Tingkat Kecamatan ojeh PPK kepada KPU
Kabupaten; .

d) vamunanbeﬂtaacaradanrekapiuhdhaﬁpumiumganmradi
tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan suara Pasangan
calon.

Penetapan pasangan calon terpillh;
Pengumuman pagangan calon terpilih;

Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilh kepada DPRD
Kabupaten Maros;

*
Proses pengusulan pasangan calon terpiih kepada Menter! Dalam Negeri
melalui Gubernur untuk mendapatian pengesahan;

Pelantikan.dan pengucapan s.unpah jangi pasangan ca!on terpifih.

D. T.aﬁap penyelesaian sebagaimana dimaksud datam Huruf A adalah sebagal berikut:

1.

2.

3.

Uji publik dan Penyampaian gugatan darl pasangen calon Kepala Daerah danWakil

Kepala Daerah mengenal hasil penghitungan suara kepada‘Mahkamah Konsttusi.
Penyelesaian sengket2 hukum hasil Pemiliv Kepala Daerah- dan Wakit ‘Kepala
Daerah melalui Mahkamah Konstitusi. - _

Penyampaian laporan KPU Kabupeter. kepada KPU dan KPU -Provinsi tentang hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. _

1
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4. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan
pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.

5. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK. £

6. Pemantauan, evaiuasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Perlanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala-Daerah.

ICEEMPAT ¢ Rindian tahapan, program dan jadwal wak'u penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Pertama sebagaimana
terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.

KELIMA * Rincian tahapan, program dan jadwal wakti penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wiakil Kepala Da2rah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Kedua sebagaimana terlampir
dalam lampiran 2 keputusan ini. ,

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-

Ditetapkan di ;: Maros
Pada tanggal : 22 Desember 2009

__KOMISI PEMILTHAN UMUM

U1 "KABUPATEN MAROS
— \.
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Salinan sesuai dengan aslinya i
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM "I 2

Bagian Hukum,
\

(. =
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